GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAWA TIMUR
GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa pemerintahan desa perlu diselenggarakan dengan
menggunakan manajemen pemerintahan desa, sehingga
dapat menciptakan landasan yang kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat desa yang adil, makmur, dan sejahtera;
bahwa untuk menguatkan strategi pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan manajemen pemerintahan
desa, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan
pembinaan manajemen pemerintahan desa secara
sistematis, inklusif, dan tematik;

bahwa dalam rangka pembinaan manajemen
pemerintahan desa oleh pemerintah provinsi
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 114 huruf d
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
diperlukan pedoman mengenai pelaksanaan manajemen
pemerintahan desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Provinsi Jawa

Timur;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950);

2. Undang-Undang . . .



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

MEMUTUSKAN: . . .



MENETAPKAN :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan
Pedoman Pembinaan Manajemen Pemerintahan
Desa Provinsi Jawa Timur.

(2) Pedoman Pembinaan Manajemen Pemerintahan
Desa Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan strategi langkah kerja
untuk pembinaan pemerintahan desa secara
tematik dan sistematis.

(3) Pedoman Pembinaan Manajemen Pemerintahan
Desa Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2
Pedoman Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) dimaksudkan sebagai standar dalam
pelaksanaan pembinaan manajemen pemerintahan desa

yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 3
Pedoman Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
Provinsi Jawa Timur disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

Babl. ..



Bab I : Pendahuluan

Bab II : Konsep dan Strategi Pembinaan
Manajemen Pemerintahan Desa

Bab III : Mekanisme dan Modul Pembinaan terdiri
atas:
Modul 1 : Penyusunan Data Pokok Desa
Modul 2 : RPJM Desa dan RKP Desa;
Modul 3 : Perencanaan Anggaran Desa;
Modul 4 : Sistem Pengawasan dan

Pelaporan Desa

Bab IV : Pelaksana dan Langkah Kerja Pembinaan

Manajemen Pemerintahan Desa

Bab V : Penutup

Pasal 4
Pedoman Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
Provinsi Jawa Timur dapat menjadi referensi dan materi
standar bagi kabupaten/kota dan kecamatan dalam
melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa

di Jawa Timur.

Pasal 5
Optimalisasi penggunaan Pedoman Pembinaan
Manajemen Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur ini
dilakukan melalui koordinasi secara berjenjang mulai

dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . ..



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa

Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Maret 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 12 Maret 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.
Dr. Ir. HERU TJAHJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 18 SERI E



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN MANAJEMEN
PEMERINTAHAN DESA PROVINSI JAWA
TIMUR

SISTEMATIKA

. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Rujukan Regulasi
4. Ruang Lingkup
5. Sasaran
[I. KONSEP DAN STRATEGI PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
1. Konsep Bina Perencanaan Desa
2. Langkah Strategi Bina Perencanaan Desa
3. Indikator Kendali Bina Perencanaan Desa
[ll. MEKANISME PELAKSANAAN PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
1. Mekanisme Bina Perencanaan Desa
2. Kapasitas Pelaksana Bina Perencanaan Desa
3. Modul Bimbingan Teknis :
a. Modul 1 : Penyusunan Data Pokok Desa
- Data Profil Desa
- Analisa Potensi dan Prioritas Pengembangan Desa
b. Modul 2 : RPJMDes dan RKPDes
- Penyusunan RPJMDes
- Penyusunan RKPDes
c. Modul 3 : Perencanaan Anggaran Desa (APB Desa)
- Deskripsi RKPDes
- Review Penganggaran pada APBDes
- Tehnik penyusunan anggaran produktif dan berkelanjutan (sustainable
budgeting)
- Investasi Desa
- Kemitraan (Anggaran Kerjasama Antar Desa maupun pihak lain)
- Analisa ketepatan Anggaran
- Pendapatan dan Penggunaan / Belanja
d. Modul 4 : Sistem Pengawasan dan Pelaporan Desa
- Pokok-pokok Pengawasan dan Pelaporan
- Teknik dan Instrumen Pengawasan oleh BPD
- Pengajaran Susunan Pelaporan yang baik
(sesuai lampiran permendagri 114/2014)

IV. PELAKSANA DAN LANGKAH KERJA PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
3. Camat

V. PENUTUP
1. Sosialisasi Regulasi dan Modul oleh Provinsi dan Kab/Kota
2. Instrumen Supervisi dan Monitoring
3. Rekomendasi dan Pelaporan
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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah dan masyarakat Desa di Jawa Timur saat ini dihadapkan
pada komplek masalah baik yang bersifat pelayanan publik, pembangunan,
pemberdayaan masyarakat maupun pengelolaan lingkungan hidup. Komplek
masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai isu strategis pembangunan
Desa antara lain:

a. kemiskinan penduduk di Jawa Timur (Maret 2019: 10,37% atau
4.112.250 jiwa) : pedesaan (14,43%) masih tinggi dibanding perkotaan
(6,84%);

b. data stunting (kerdil/gizi buruk/kesadaran nutrisi) belum baik (Tahun
2019 dan 2020 ada 12 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang jadi lokus
penanganan konvergensi stunting: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten
Jember, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten
Probolinggo, Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek,
Kabupaten Malang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Nganjuk dan
Kabupaten Kediri) dan prasarana dasar seperti sanitasi yang belum
memadai;

c. UKM/Koperasi/BUMDes yang dikembangkan desa-desa di Jawa Timur
masih terkendala daya saing komersial dan teknologi serta akses pasar;

d. pertanian rentan terhadap fluktuasi harga dan biaya produksi
dihadapkan pada problem harga pupuk dan obat; dan

e. angka putus sekolah SMA, SMK, dan MAN masih tinggi terutama kaum
perempuan.

Selain isu strategis tersebut, hasil evaluasi penggunaan Dana Desa di
Jawa Timur Tahun 2018 sebesar 85,4% digunakan untuk infrastruktur Desa
dan hanya sebesar 12,9% untuk Pemberdayaan Masyarakat, sehingga perlu
pembinaan lebih kuat untuk pemahaman arah APBDes pada bidang
pemberdayaan masyarakat yang lebih produktif dan solutif terhadap
permasalahan-permasalahan ketidakberdayaannya Desa.

Dari komplek permasalahan tersebut, Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa perlu
mengubah mekanisme pengelolaan pemerintahan Desa menjadi lebih solutif

dan produktif berjangkauan mandiri dari sumber keuangan yang dimiliki.
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Jika perlu Pemerintah Desa memaksa diri untuk berfikir keras dalam
mendesain kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan Pendapatan Asli
Desa untuk pembiayaan pelayanan, pemeliharaan sarana prasarana yang
telah dibangun dan pertimbangan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan
perangkatnya. Selain itu Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
harus dapat memilahkan tugas dan tanggungjawab agar komplek
permasalahan tersebut akan tertangani secara sistematis. Sebab
bagaimanapun jika Desa-Desa maju dan mandiri, Kabupaten/Kota hebat,
Provinsi kuat dan negara akan kokoh.

Manajemen pengelolaan Pemerintahan Desa sangat luas pengertiannya.
Menurut George R. Terry dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen terdapat
4 (empat) kegiatan utama yaitu Perencanaan (Planning), Pengorganisasian
(Organizing), Pelaksanaan (Actuating), dan Pengawasan (Controlling). Fokus
pada kegiatan tersebut, Perencanaan merupakan kegiatan yang paling
penting. Sebab Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan tidak akan
tepat jika Perencanaan awal sudah salah. Oleh karena itu, Pembahasan
Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa akan difokuskan pada
Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
dengan jelas dan tegas memberikan kewenangan kepada Desa untuk
mengurus rumah tangganya sendiri membuat perencanaan pembangunan
sesuai dengan kewenangannya. Ada dua kewenangan yang diserahkan
secara penuh kepada Desa untuk mengatur dan mengurusnya yaitu
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala
Desa. Selain itu, dengan perubahan masa kepemimpinan Kepala Desa dari
lima tahun menjadi enam tahun, periode perencanaan pembangunan juga
berubah dari lima tahunan menjadi enam tahunan. Dengan berlakunya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, maka peraturan teknis
sebagai petunjuk operasional dari Undang-Undang tersebut telah
ditetapkan, salah satunya berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
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Dengan regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
dan regulasi turunannya, Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
bersama-sama bertugas membina dan mengawasi untuk percepatan
kemandirian Desa. Berdasarkan pada Undang-Undang tentang Desa beserta
Peraturan Pemerintah pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur
berusaha men-tematik-kan bentuk pembinaannya.

Pembinaan tematik ini berbentuk modul-modul untuk:

a. mempermudah peserta bimtek/pelatihan/pembelajaran memahami dan
menjalankan secara sistematis langkah demi langkah;

b. menjadi pegangan dalam melaksanakan pembinaan Desa-Desa di Jawa
Timur;

c. dapat dipelajari dan diunduh pada aplikasi, jika Pedoman telah menjadi
dokumen bersama;

d. memudahkan evaluasi dan monitoring hasil pembinaan; dan

e. mempercepat penghitungan pembiayaan kegiatan dan laporannya.
Sebagai kata kunci bahwa Pembangunan Desa akan berjalan lancar

apabila perencanaannya didukung data yang kuat. Hal ini untuk

memperkecil bias perencanaan dan pelaksanaan yang berbeda pada tahun
berjalan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
memberdayakan masyarakat Desa dengan:

a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan
pertanian masyarakat Desa;

b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan

c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di
masyarakat Desa.

Selain itu pemerintah kabupaten/kota menjalankan tugas pembinaan dan

pengawasan kepada Desa, dengan:

a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten/kota
yang dilaksanakan oleh Desa;

b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan

Kepala Desa;
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c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan

partisipatif;
d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan

Desa;

i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa,
Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga
adat;

j- memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa,
lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;

k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;

l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan
keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama
antar Desa; dan

n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan Desa menjadi bagian penting bagi keberhasilan dan
kemandirian Desa sekaligus cerminan jangkauan kekuatan pemerintah
Kabupaten dan Kota. Tugas penelitian terhadap RKP Desa dan APB Desa
oleh Bupati/Walikota melalui Camat harus benar-benar cermat dalam
kesesuaian dengan (1) RKP Kabupaten/Kota, (2) RPJM Desa serta (3) analisa

data potensi desa.

. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang 6 Tahun 2014
tentang Desa dan untuk mempermudah pembinaan teknis bagi Pemerintah
Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, maka disusun Pedoman Pembinaan
Manajemen Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur.
Dalam Pasal 112 ayat (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan
pengawasan kepada perangkat daerah, maka tugas pokok Pemerintah

Provinsi Jawa Timur dalam pembinaan dan pengawasan melalui Dinas
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Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkewajiban untuk menjalankan
tugas sebagaimana pasal 114 Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa
yaitu:

a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka
penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;

b. melakukan pembinaan kabupaten/kota dalam rangka pemberian alokasi
dana Desa;

c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan
perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga
kemasyarakatan;

d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;

e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui
bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan
oleh Desa;

h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam
pembiayaan Desa;

i. melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka
penataan wilayah Desa;

j- membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan
masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan

k. membina dan mengawasi penetapan  pengaturan BUMDesa
Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar Desa.

Untuk menjalankan bimbingan teknis tertentu (Bina Perencanaan Desa),

melalui Pedoman ini disusun modul-modul bimtek sebagai konsekuensi

komitmen bersama-sama dalam tugas pembinaan.

3. Rujukan Regulasi

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa; dan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2018 tentang

Pembinaan dan Pengelolaan Data Desa Center.

. Lingkup kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Provinsi Jawa

Timur

Dalam rangka memberikan gambaran persamaan persepsi terkait dengan

bina perencanaan desa, walaupun juga ditentukan oleh kemampuan

pembiayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbeda-beda supaya ada

sinergi, secara ideal minimal dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1)

Rakor/FGD Bina Perencanaan Desa;

2) Bimbingan Teknis Perencanaan Desa (tematik : Modul-Modul);

3) Data Desa Center

4) Monev Bina Perencanaan Desa;

5) Rakor/FGD Evaluasi Bina Perencanaan Desa.

. Sasaran

1) Sasaran Lokasi Bina Perencanaan Desa  dilaksanakan per
Kabupaten/Kota atau per wilayah Perwakilan Provinsi.

2) Sasaran peserta untuk Provinsi adalah 29 Kabupaten dan 1 Kota Batu
yang memiliki Desa.

3) Kabupaten/Kota melaksanakan dengan sasaran peserta Kecamatan dan

Desa.
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BAB II
KONSEP DAN STRATEGI
PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

1. Konsep Bina Perencanaan Desa

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah “Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan
dituyjukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan’.
Sehingga pembinaan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu berasal
dari sudut pembaharuan dan dari sudut pengawasan. Sudut pandang
pembaharuan yaitu mengubah sesuatu menjadi yang baru dan memiliki
nilai lebih baik bagi kehidupan masa yang akan datang. Sedangkan
pembinaan dari sudut pengawasan yaitu usaha untuk membuat sesuatu
lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

Sebagai amanat Pasal 114 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi salah satunya adalah melakukan pembinaan
manajemen Pemerintahan Desa. Berfokus pada hal tersebut, Pemerintah
Provinsi bersama Kabupaten/Kota, melaksanakan pembinaan dengan
“Segala tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan,
penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta
pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna”
(Musanef, 1991:11). Untuk itu pembinaan menjadi kewajiban normatif
untuk menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan harus
dilakukan sesuai koridor regulasi yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa
Desa harus memiliki perencanaan jangka menengah (RPJM) dan
perencanaan tahunan (RKP) untuk mewujudkan tata pemerintahan yang
baik serta berpihak pada masyarakat miskin. Perencanaan idealnya
dilakukan secara partisipatif. Dengan partisipasi ini masyarakat mampu
memperkuat rasa memiliki pembangunan Desanya. Selain itu untuk
memperbaiki kualitas perencanaan kegiatan dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Tanpa perencanaan yang berkualitas, maka
pembangunan tidak akan optimal hasil-hasilnya.

Perencanaan Desa disusun dengan asas rekognisi dan subsidiaritas
sebagai kewenangan Desa. Asas tersebut memberikan peluang bagi Desa
untuk mengatur dan mengurus Desa mulai dari kebijakan, perencanaan dan

penganggaran Desa, sampai pelayanan publik Desa. Dengan perencanaan
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Desa, maka Desa akan memilih, memilah dan memutus secara mandiri
rencana program prioritas untuk dijalankan. Kedudukan perencanaan Desa
yang akan menjadi tolak ukur Desa berdaulat, yakni yang menjalankan
kelembagaan perencanaan Desa secara partisipatif dan inklusif.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembinaan teknis diadakan pada
pelaksanaan pembangunan, penatausahaan keuangan serta pelaporan
pelaksanaan kegiatan. Namun untuk pembinaan khusus perencanaan yang

dilakukan masih belum maksimal.

2. Strategi Bina Perencanaan Desa

a. Sosialisasi dan Koordinasi/FGD

1) Sosialisasi Pedoman dan modul-modul bimbingan teknis perencanaan
Desa;
2) Melaksanakan Rakor/FGD untuk komitmen bersama Kabupaten/Kota
dalam Kegiatan dan Pembiayaan.

b. Fasilitasi
Tim Bina Perencanaan Desa Kabupaten/Kota mendampingi Kecamatan
dalam verifikasi dan pengawasan perencanaan Desa.

c. Rakortek / Bimbingan Teknis
Penyamaan persepsi dan pembimbingan dengan modul-modul
Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa.

d. Konsultasi
Memberikan saran permasalahan dan bantuan teknis untuk metode
Bina Perencanaan Desa, contoh bentuk model : klinik ataupun pos
konsultasi.

e. Monitoring dan evaluasi
Kendali dan check list prosedur pelaksanaan Bina Perencanaan Desa di
masing masing-masing tingkatan.

3. Indikator Kendali Bina Perencanaan Desa

a. Pedoman dan standard modul untuk Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi;

b. Supervisi dengan instrumen kendali pelaksanaan Bina Perencanaan
desa;

¢c. Kajian dan evaluasi kegiatan Bina Perencanaan Desa.
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BAB III
MEKANISME PEMBINAAN MANAJEMEN
PEMERINTAHAN DESA

1. Mekanisme Bina Perencanaan Desa

Untuk mempermudah menjalankan Bina Perencanaan Desa, maka perlu
ditetapkan tahap-tahap pelaksanaannya. Tahap tersebut dituangkan dalam
langkah-langkah kerja Bina Perencanaan Desa, antara lain :

1.1. Bina penyusunan data pokok Desa;
a. Metode Pengolahan Potensi dan Analisis Data;

b. Analisa Potensi dan Prioritas Pembangunan Desa.

INDEKS
KELEMBAGAAN
MASYARAKAT

INDEKS INDEKS
KEBUTUHAN PEMERINTAHAAN
DASAR DESA

INDEKS
KLASIFIKASI
DESA

Data Sumber Letak Geografis Wilayah desa

Penghasilan Utama Pesisir Di dalam kawasan hutan
Padi Lembah/DAS Di tepi kawasan hutan
Palawija Lereng/punggung bukit Di luar kawasan hutan
Hortikultura Dataran
Perkebunan Struktur Penggunaan Lahan

"N o
Peternakan Lahan pertanian sawah

Perikanan budidaya v Lahan pertanian ladang

Perikanan tangkap

Lahan pertanian bukan sawah
d
Kehutanan Lahan bukan pertanian
Pertambangan

Manufaktur

Perdagangan

Jasa
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1.2. Bina Perencanaan Pembangunan Desa

a. Pentingnya Perencanaan Pembangunan Desa;

Apakah ada hubungan dengan
erencanaan....?

JENIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

JENIS DOKUMEN Waktu
Penyusunan

-Visi Misi Kades Paling lambat 3
-Arah Kebijakan Pembangunan bulan sejak
Desa kepala desa
-Arah Kebijakan Keuangan Desa dilantik

- Arah Kebijakan Umum Desa

Perencanaan RKPDesa Penjabaran RPIMdesa untuk Julisd
Tahunan Desa Jangka Waktu 1 Tahun. September
Setiap Tahun

Apakah anda percaya kalau
kegagalan Konstruksi tersebut di

rencanakan....?
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b. Teknik Penyusunan RPJM Desa

oA scro B ronve N
A /s e e )

PLNGEAIIAN KLADARN
PERILIH &K TINDAE &K PERYLISLNA N DORUBAEN
o 11
BAFTAR
e MAGALAH Daftar gagasan
ey -
rarus [usun fKelomgaok
bss DB SR ETES,
e +
I!rla|r.|.l\.||l{|lr|| ana
Keglatan Pembangunan Desa
FOAM I
':":"r:'\i PLNGE AILAN
i FERENTLIAN D ARAN
FALENDER Dk B PE FIRG AT FEMECAHAN eRcasgan S e
LSk POTENE o L PAAGALAH
DAl
EALIKDER *
LY RPIM Desa
FOAM l
BALAN DAFTAR REF Desa
MAALEA
ELLERA (1] -
LY TS PO
QAR BATAN
-REP Desa
RILIWEIAGA, oy De
W

c. Perencanaan Inklusif (Gender dan Sosial);

d. Penyusunan RKP Desa dan DU-RKP Desa,;
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Alur Penyusunan RKP Desa

LELLELE pembentukantim
frdhman penyusun RKP
pembangunan Desa ’ Desa .
melalui musyawarah
Desa;
¥

penyusunan RKP

Desamelali

musyawarah ‘ '

pEerenaEnaan

pembanzunan Desz

pengajuan dafi@r
usulanRKP Desa

Peran dan Pelaku Penyusunan RKP dan DU-RKP Desa
Vol pee | femdmiws

1 Manstapian Tim Parmyusun BEPdan DU-SKPDasa

Sabagal Pamiblng Tim Parpusunan KKPdan DU-SEPDasa

Marpatuul £ancangan REP Dasa dan DU-REKPDesa urbuk dibahas dala mfonam ks awarah
Parancanaan Pamibangunan Desa Musranbangdas

Marmvalanpgaraian Musvawaran Pamncanzan Pembangunan Dasa (Musmnbang dasd

MEMUSYn rancangan paraturan Do tantang SKP Desa dan DU-SKPDas
EBarsama EPD Mambahazs dan menyspaiat Sancangan Reraturan Dass fntang KPP Dass dan DU-EKP
Dasa man)adl Paraturan Dess

Ming @p

T Salratarls Das Sabagal Katua Tim Pamasunzn BPIM BEP das dan DU-EKP Dasi
Manguoadinlr sakurah tahapan palaisanaan pamusunzn REP Dasadan DU-5KP Dass sacara partispatl
Mismusun Rancangan paraturan desa tuvng RKP dass dan DU-EKP Desa

3 Kabuz LPMW Sabagal Ssicratarts Tim Femasan EEP Das dan DU-SEP Dasa

Barsama anggota im lannmya meladsanaian shuneh tahappan pamyasunan REP Dasadan DU-SKP Dasa
Marmryusun doliuman hasll proses Rancarmatan Page Indlicati Deass, Pencammatan Ulang dobamsn BRI
Dasa

amibarte ketua timmernwasun rancngan P Desa dan DU-REP Dasa

- Sabzagal Anggotz Tim Pamvesuran BEF De don DU-REF Das.
. Bar=arm Anggotz Tim Lainmz alcicon dion poess parst =unan FEF dan DU-REF Do

[LEl & = e

1. Malahsanzian Musvawarah Dasa Pamvusunzn fantana Pambangunan Dasa
. Mamantaw proses pelaisanzan Weglatan dalam rangia pamvusunan EPIM Dosa
4. Mambzhzs dan Mampspaiat] Peraturan Desa tantang REP Dasa dan DU-SEP Dasa
1] Masvarakat 1. Mambarlian maswian terhadap rencana pambangunzn  dasa
Desa r. Tarlibat aiti dalam musyawarah desa DEMUSUnEn rencang pambanpunan dasa dan

MUSYRWErah Dersntanaan pambangunan desa

Dalam Pasal 39 Permendagri 114 Tahun 2014, bahwa Penyusunan

rancangan RKP Desa berpedoman kepada:
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hasil kesepakatan musyawarah Desa;
pagu indikatif Desa;
pendapatan asli Desa;

rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD
kabupaten/kota;

hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan

hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa prioritas,

program dan kegiatan, dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap

kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

a.

b.

peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang

tersedia;

pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
pendayagunaan sumber daya alam;

pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;

peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa

berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan

peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
Desa.
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1.3. Bina Perencanaan Anggaran Desa (APB Desa);

PERENCANAAN KEUANGAN DESA

Perencanaan penerimaan dan pengeluaran
pemerintahan Desa pada tahun anggaran
berkenaan yang dianggarkan dalam

APB Desa.

RENCANAKEUANGAN
' TAHUNAN PEMERINTAHAN DESA.

AFB Desa disusun berdasackan Peraturan Desa
tentang PKP Desa

APB Desa harus dibahas dan de t
mWepdl Desa betsama Badan P«mus)mm
Desa (BPD)
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a. ldentifikasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa;

STRUKTUR APB DESA

PENDAPATAN BELANJA

RINCIAN DBICK

BELANIA

PEMBIAYAAN

MPOK

) EE PEMBLARAN

Pendapatan Asli Desa
113/2014 20/2018

o ania faln ] s s faln 2
Hasil Ussh i e Hasil Usaha

I m—_—

rambatan perahy
anta lain pasar desa anta Jaln

Hasil Asst tempat pemandan umam’ Hasil Aset
jpringan wigad
hacll aset semsal
icwenangan bardazarkan hok assd o
‘wal dan kewensngan lokal
borskas Dess.
Swadaya, anta lain antam laln Swadaya,
partisipasidan — O EEREIEEIEERESmR e o
Gotong royong penenmasn yang berasyl dan Gotong royong
zumbangan maagarskat ez
Lain-lgin per antaa jaln b oo sz ialn  Lain-lain pendapatan
aslidesa aslidesa
- -
Pendapatan Lain-Lain
113/2014 20/2018
Hibzh dan Sumbangan
antars lai dari pihak ketigayang
f:i:flsari,:wn —{ tidak mengikat PendapatanLain-
lain-lain pendapatan lsin

Desayang sah

* Penerimaan dari bantuan perusahaan yang
berlokasidiDess;

* Penerimaan darihibsh dan sumbangan dari

* Koreksikesalshan belanjs tahun angzaran
sebelumnya yang menzakibatkan penerimaan di
kas Desa pads tahun anggaran berjalan;

* Bunga bank
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b. Penganggaran yang Pro-Poor dan Gender,

LA I
el DY

i ) !
SUB [KETENTRAMAN, KEBUDAYAAN Keremunaan
KETERTIBAN, DAN
BIDANG,  pg DaN DAN OLAH
RAGA
g . 4 b
“1. Pengadaar L Gmapkesmian o 1 PenciFiman Knangn
| Eeamaron Desy pamSEGURAnpos, Eebucyan Tirghat Desy Fepemuczancaniian Rage
per wmn jacvel 3 e sebagal Wakil De2 d tngat
o pa - 5 G Ecamatn dan K/ Fa
L=y Fesenian canketui@mn
2. Perguten danPerindaten Kpods serocal Woill e it - Pemielengoraen pebeimn
Terage an dieh can KabugmimjKide = L2,
FemerinizhDes | 1 Pervadaraan Wowsan 1. Pelatifan
= dijtingak De2 Pembiraan
3. Eoordinas Pembinaan Keenaman, Eeserian, Aoy, On -
Feteriban, dan Pelrurgan Keagamaaniparagantan 3. Pempelenggrn == -
E Mamgaraiat {cengm an, bt e FesTialLomia Kepamioizan Femasarakamn
B sk IrER s rh keagamaan, ol ergat Dess dan Olabrage Bkt Dee 5. lairrian ke
= dierah, dif Sz Lokl Des2 fop— € [ b bidang
B e : Prasarana ¥ @n :
x Bencznz Sela Lokl Dex Adatj¥eagamann Mik Desz ** Oizh Fage Mk Des*™ Mamaraiat
5. Perneciaan Fs Kesodagan 5. Pemimnguany Adabinsyfen 5. Pemiangunn/Raadlasren
Bervrne Shals Lkl Dem ghatn Sarane o A MEEHEFCF;EL;!;::N
KebucayaanFummh KegeTcancan 23
6. Earian Hulm Utk Aprar Ces e = Mtk D™
dan Masaraiat Mskin AoatEzagamamn Mik Des
7. Pelabany — &. lainizn 6. Pembiraan Kamrg Taura/ELD
- Pelafifer/RerydubanSost — . arfLb Dihraga
kepacs Mospraiota B Hum  o-CHREn Can Keagamann Keper £~
can Pelincungan Mesgrict 7. laierlai kgt sub biding
Kepemucaan dan (i Rage”
£. lairvlah kegaton sub bicng
Ketenferaman, Ketesiban L, dn

Pelincurgan Musamicr

Perubahan Anggaran

L

Perubahan PerKaDes

Perubahan PerDes

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan AFE
Deza apabila terjadi:

penambahan dan/stau pengurangan dalam .
pendapatan Desa pada tshun anggaran

berjalan;

=iza penghemsatan belanjz dan siza lebih
perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang
zkan digunskan dalamtahun berkenaan;
keadaanyang menyebabkan haruzdilakukan
pergeseran antar bidang, antarsubbidang,

=Zntar kegistan, dan antsr jenisbelanjs; dan
keadaanyang menyebabkan5iLPA tahun
=sebelummya harus digunakan dalam tahun
anggaran berjalan. .
Perubahan APB Desa hanyadapat di 1 [satu)

Pemerintzsh Desa dapst melakukan perubahan
terhadap Persturan Kepsla Desa tentang
perubahan penjabaran APB Desasebelum
Rancangsn Peraturan Desa tentans Perubahan
APB Desa ditetapkan.

Peraturan Kepals Desa tentang perubshan
penjabaran AFE Desa dapst dilakukan apabila
terjadi:

— penambahzn dan/stsu pengurangan dalam
pendapatan Desa pada tshun anggaran
berjalan;

— keadaanyang menyebabkan harussegera
dilakulan pergeszren antarobjek belanjs;

— kegiztanyang belum dilaksanalan tshun
sebelumnya dan menyebablan SiLPA skan
dilaksanakandalam t=hun anggaran berjalan.

Kepala Dess memberitahukan kepads BFD

kali dalam 1[zatu)tahun anggaran, kecuali dzlam
keadaan luar biasa.

Perubahan APB Desa ditetsplan dengan persturan
Desa mengensi perubahan AFB Desadantetap
mempedomani RKP Desa.

genai p pan Peraturan Kepala Desa
tentang perubshan penjabaran APB Desadan
selanjutnya disampaikan kepada Bupati/\Wali
Kota melalui surst pemberitshuan mengenai
Peraturan Kepala Desatentang perubshan
penjabaran APE Deza.

BELANA BARANG BELAMA TAK
PEGAWAL MODAL
DANJASA TERDUGA
| —
g Loy danima rilai
Pemiey  EEETME  rwe hiae Sttt
paangkatDem, sas 4G dei D e belas) oulan can menambah aset. o 8
furiangan BP0, terdn trde] » Beana Mol Pngaden guse g kel
darr: * dprauns egsd v
et D - is Mods! Rerslense, [
+ Penghasiantetap . ":‘n_&‘wn Mesn, dan Az Barat [
. Tk + Belaniz Mods! Kerdaraan bk
S Plegem ] e Mol Gadng, oxpn el et
+ Penerimaan ain, prorrers e Bangunan dan Taen Das G 15
dan oy e + Belawia Mocal Man/Prmamra e
+ pembyann * cporniond 590 Jalan selxdgvine
§ [ o inell i « Belanla Mada! Jambetan ¢ s
dengan % : - Belania Madal e
s sl IrgasiEmiung/Ae * B & e
#mpuum :;"”:"rﬂ m&aﬁk L aore ekl
APED=3) iy - Belania Modal
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c. Teknik Penyusunan Anggaran yang Produktif dan Berkelanjutan;

BELANJA DESA '

> Belanja Desa, yaitu semua pengelu
113/2014 merupakan kewajiban Desa dalam
tahun anggaran.

»  Klasifikas Belanja Desa terdiri atas

» Belanja desa, meliputisemua 1. penyelenggaman pemerintahan Desa;
pengeluaran dari rekening desavyang 2. pelaksanazn pembangunan Dess;
merupakan kewajiban desadakm 1 3. pembinaan kemasyarskatan Desa;
[satu) tahun anggaran 4. pemberdayaan masyarakat Dess;

+ Klasifikas Belanja Dess, terdiri atas 5. Penanggulangan bencana, keadaa
kelompok: darurat dan mendesak Desa

1. Penyelenggarazn
Pemerintahan Desz
2. PelaksanaanPembangunan X X . B
Desa; Notes : Klasifikasi belanja dibagi
3. Pembinaan Kemasyarakatan dalam sub bidang dan kegiatan
Desa; B
- sesuai dengan kebutuhan Desa
4. Pemberdayaan Masyaraka: & i
Desa; dan yang telah dituangkan dalam RKP
5. BelanjaTak Terduga. Desa.

KOMPOSISI BELANJA APB Desa

Pasal 100 PP 43, 2014
Rumus-2 .

Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa

Pembangunan Desa
Pembinaan Kemasyarakatan

Pemberdayaan Masyarakat

Siltap dan Tunjangan Kadesdan
Perangkat Desa

Operasional Pemerintah Desa

Tunjangan dan Operasional BPD

Insentif RT/RW

|
PEMBERDA PENANGGULA
] PE"Y“;M'H'“ * | | PELAKSANAAN | | PEMBINAAN T NGAN BENCAINA,
PEMBANGUNAN KEMASY ARAKA KEADAA
[P Desa TANDEsa | | MASYARAKAT || pagurarpan
Desa MENDESAK DESA
Sub Bidang; Sub Bidang: Sub Bidang: Sub Bidang: Sub Bidang:
Wp%gim = pendidikan; «  ketentrzman, * m,ﬁl" = penzngguls
o, [ angan . esshatan; ketertiban, dan o o ngan
Panereaon Dea; o pekerjazn umum pelindungan pelenakan; bencana;
+ sarana dan dan panataan MasyFakal + peningkatan « kezdzan
e - kebudayasn dan {ogositos aperch darurat;
-« aekiiistrati © v kawasan kegamasr: o pemnbedayan « keadzan
whuckian, parmukiman; = kepamudaandan perenguEn, mendesak.
pecalalan sigl, »  kehutanan dan olshraga g sk
St dan fingkungan hidup: % dan kedhiEnga;
Bearsipan; '« kelembagasn - hopeasi, wsaha
Lot pra - perhubungan, masyazkat kg kel dan
peandrataion, munikasidan g
perencancan, informatika; + chiungan
v - energidan sumber pemiaranan modsl
- pestanshan daya mineral; dan pmdongen, dan

pariwisata;
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d. Kemitraan Desa.

Minimal 2
pihak yang Aktivitas
bersepakat
Tujuan/ nggtkua
Target
tertentu
PEMBIAYAAN DESA
113/2014 20/2018

» Pembiayaan Desa terdiri atas

Penerimaan Pembiayaan dan »  Pembiayaan Desa terdiri atas

kelompok penerimaan

Pengeluaran Pembiayaan. pembiayaan dan pengeluaran
» Penerimaan Pembiayaan, mencakup: pembiayaan.
s Sisa lebih perhitungan > Penerimaan pembiayaan,
anggaran (SILPA] tahun n?engi?gﬁgahun sebelumnya;
sebelumnya; > ﬁencairan dana cadangan; dan
» Pencairan Dana Cadangan; dan  » asil penjualan kekayaan Desa
» Hasil penjualan kekayaan desa yangdipisahkan. ‘
. l yang dipisahkan. 3 Per_lgeluaran Pembiayaan, terdiri
eluaran Pembiayaan, terdiri dari: Jarl pembentukan danacadangan:dan
» Pembentukan Dana Cadangan; »  penyertaan modal.

‘ dan
» Penyertaan Modal Desa.

1.4. Teknik Pengawasan dan Pelaporan Keuangan Desa
a. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Desa;
b. Hak dan Kewajiban BPD dalam menunjang Kinerja Pemerintah Desa;
c. Teknik dan instrumen Pengawasan BPD.
Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengatur bahwa
(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada
Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah  berakhirnya tahun  anggaran. (2) Laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:
a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

2. Kapasitas Pelaksana Bina Perencanaan Desa;
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Dalam mengimplementasikan Bina Perencanaan Desa melalui modul-

modul tematik ada persyaratan kualifikasi yang harus dimiliki oleh para

pelaksananya. Hal itu bertujuan agar proses yang terjadi lebih pada

menguatkan Desa serta mendukung tercapainya tata kelola Pemerintahan

Desa yang lebih baik, bukan terbalik menjadi investigator atau interogator.

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan beberapa syarat kualifikasi

sebagai berikut:

a.

Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan
perundang-undangan tentang Desa serta regulasi yang berkaitan dengan
tematik modul,

Diutamakan pernah mendapatkan/mengikuti penguatan kapasitas
tentang Desa;

Diutamakan pernah mendapatkan/mengikuti penguatan kapasitas
tentang modul tematik;

Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, baik peserta Aparatur
Pemerintahan, Perangkat Desa maupun Pengurus Lembaga Masyarakat
Desa;

Memahami sistem dan mekanisme pembangunan, maupun Sistem
Pemerintahan Desa.

Dalam rangka membentuk kapasitas Tim Bina Perencanaan Desa pada

masing-masing Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, harus dapat

membentuk para pembina melalui Training of Master Trainers (ToMT),

Training of Trainner (ToT) dan membentuk Kader Teknis Perencanaan Desa.

3. Modul Tematik Bimbingan Teknis :

a.
b.

o o

Modul 1 : Penyusunan Data Pokok Desa
Modul 2 : RPJMDes dan RKPDes
Modul 3 : Perencanaan Anggaran Desa (APB Desa)

Modul 4 : Sistem Pengawasan dan Pelaporan Desa
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BAB IV
PELAKSANA DAN LANGKAH KERJA
PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

Gubernur

Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 telah memberikan tugas yang secara jelas kepada Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pembekalan kepada Pelaksana
kegiatan di Desa dengan pembimbingan teknis terhadap Peserta

pembimbingan teknis, antara lain:

a. Kepala Desa;

b. Perangkat Desa;

c. Badan Permusyawaratan Desa;

d. Pelaksana Kegiatan;

e. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

f. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 61 menjelaskan bahwa pembekalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tersebut,
antara lain:

a. Pengelolaan Keuangan Desa;
b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan

c. Pembangunan Desa.

Dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dinyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan
pengawasan kepada perangkat daerah, maka tugas pokok Pemerintah
Provinsi Jawa Timur dalam pembinaan dan pengawasan melalui Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau dibentuk Tim Pembina
Manajemen Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur dapat menjalankan
tugas sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 114, yaitu:

a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka

penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
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b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian
alokasi dana Desa;

c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan
perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga
kemasyarakatan;

d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;

e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui
bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan
oleh Desa;

h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam
pembiayaan Desa;

i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka
penataan wilayah Desa;

j- membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan
masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan

k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUMDesa
Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar Desa.

Bupati/Walikota

Bersama-sama pemerintah Provinsi sebagaimana Pasal 112 ayat (2) di atas,

maka merujuk Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pemerintah Kabupaten dan Kota berkewajiban :

a.

memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota
yang dilaksanakan oleh Desa;

memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan
Kepala Desa;

memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif;

melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;

menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;

mengawasi pengelolaan Keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa;



- 23 -

h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;

i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa,
Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga
adat;

j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa,
lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;

k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;

l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan
keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama
antar-Desa; dan

n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala

Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpedoman Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 bahwa Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan pengawasan
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:

a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan Desa;

b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan

realisasi pelaksanaan APB Desa;

c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan

Desa; dan

d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

Camat
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2018 dinyatakan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan
nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang
dipimpin oleh Camat. Tugas Camat sebagaimana diatur dalam Pasal 10
dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ini antara lain:
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain:

1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan

pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
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2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di
wilayah kerja Kecamatan;

3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah
Kecamatan; dan

4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah
kerja Kecamatan kepada Bupati/Walikota;

mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum

mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah

mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;

mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan;

membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam Tugas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa, Camat

memegang tugas delegatif Bupati/Walikota dalam verifikasi APB Desa di

wilayahnya. Hal ini masuk dalam tugas pembinaan dan pengendalian

pembangunan Desa.
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BAB V

PENUTUP

Sosialisasi Regulasi dan Modul oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota

Bentuk penetapan Pedoman ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
Jawa Timur. Sosialisasinya akan dilakukan dalam forum-forum Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berupa Rakor Dinas, Rakor
Bidang maupun kegiatan-kegiatan drafting penyusunan Pedoman
Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa di Kabupaten dan Kota di Jawa
Timur.

Sedangkan Modul-Modul Bina Perencanaan Desa akan diberikan dalam
kegiatan-kegiatan Training of Master Trainers (ToMT), Training of Trainner

(ToT) maupun Bimtek kepada Pembina Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Instrumen Supervisi dan Monitoring

Teknik pembinaan dan pengawasan akan dipilah dalam format kerja
pemantauan/Monev antara lain:

a. Format Instrumen supervisi Data Pokok Desa;

b. Format Supervisi perencanaan Desa;

c. Format Evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

d. Checklist Pelaporan Desa.

Rekomendasi dan Pelaporan

Langkah tindaklanjut dari Peraturan Gubernur tentang Pembinaan

Manajemen Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur ini, antara lain:

a. Disusunnya Peraturan Bupati/Walikota tentang Pembinaan Manajemen
Pemerintahan Desa di seluruh Jawa Timur;

b. Pembentukan Tim Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa di
Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

c. Dilaksanakannya  Bimbingan  Teknis Pembinaan Manajemen
Pemerintahan Desa di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

d. Desa akan terbina dan mampu merencanakan dengan produktif APB
Desanya untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa;

e. Tertib pelaporan dan pertanggungjawaban pemanfaatan dananya; dan

f. Jawa Timur terbebas Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal.
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Demikian Pedoman ini dibuat untuk menguatkan langkah kerja Pembinaan
Manajemen Pemerintahan Desa dan percepatan kemajuan dan
kemandirian Desa di Jawa Timur.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
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